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Abstract

Social gatherings are now starting to develop into online social
gatherings, after previously they could only be done in person
or face to face. This article will discuss legal regulations
regarding online social gathering agreements in Indonesian
Civil Law and optimizing legal protection for consumers in
online social gathering agreements on social media. Based on
the principle of freedom of contract, verbal agreements made at
online social gatherings are a type of innominate agreement or
anonymous agreement that has not been mentioned in the
applicable law. By considering the legal terms of the agreement,
the verbal agreement made at the online social gathering is
considered valid and has legal force, as stated in Article 1320
of the Civil Code. However, every event definitely has risks,
and this also applies to online social gatherings, where there are
many opportunities for irresponsible people to take advantage
of them. One of them is not fulfilling their responsibilities,
namely not paying social gathering fees reqularly, which will
ultimately cause losses for many people. They can be
categorized as broken promises or defaults.

Keywords: freedom of contract; agreement; online social
gathering; social media.

Abstrak

Arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online, setelah
sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap
muka. Artikel ini akan membahas mengenai peraturan hukum
mengenai perjanjian arisan online dalam Hukum Perdata
Indonesia dan optimalisasi perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam perjanjian arisan online di media sosial.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian lisan yang
dilakukan di arisan online adalah salah satu jenis perjanjian
innominat atau perjanjian tidak bernama yang belum
disebutkan di dalam undang-undang yang berlaku. Dengan
mempertimbangkan syarat-syarat sah perjanjian, perjanjian
lisan yang dilakukan di arisan online tersebut dianggap sah
dan memiliki kekuatan hukum, seperti yang dinyatakan
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dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi, setiap peristiwa
pasti memiliki risiko, begitu juga dengan arisan online, di mana
ada banyak celah untuk orang yang tidak bertanggung jawab
memanfaatkannya. Salah satunya adalah tidak memenuhi
tanggung jawabnya, yaitu tidak membayar iuran arisan secara
teratur, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi
banyak orang. Mereka dapat dikategorikan sebagai ingkar janji
atau wanprestasi.

Kata kunci: kebebasan berkontrak, perjanjian, arisan online,
konsumen, media sosial.

A. Pendahuluan

Seiring dengan era globalisasi ekonomi yang pesat saat ini, kemajuan
teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
masyarakat. Pengaruh kemajuan teknologi sangat nyata terhadap kehidupan
dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat pedesaan
hingga perkotaan. Arisan adalah sebuah praktik tradisional di kalangan
masyarakat Indonesia yang melibatkan kontribusi uang secara teratur yang
dilakukan oleh sekelompok individu pada jangka waktu tertentu. Dalam
arisan, dana yang terkumpul dibagikan kepada setiap anggota secara bergilir,
berdasarkan kesepakatan di antara kelompok tersebut. Kegiatan arisan
konvensional telah berevolusi ke dalam platform online melalui media sosial.
Arisan online semakin populer karena fleksibilitasnya dalam hal waktu dan
lokasi. Selain itu, daya tarik keuntungan yang besar membuatnya semakin
diminati oleh masyarakat. Peralihan ke arisan online ini telah memunculkan
isu-isu yang kompleks, terutama terkait perjanjian yang dibuat dalam
komunitas online (Pribadi, 2022).

Permasalahan dalam arisan online semakin marak terjadi. Salah satu
masalah yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah
ditetapkan dalam perjanjian, yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi
dalam arisan online biasanya melibatkan anggota dan pengelola. Misalnya,
anggota arisan tidak membayar iuran sesuai perjanjian, baik tidak membayar

tepat waktu atau tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Atau
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pengelola arisan online gagal memberikan dana seperti yang dijanjikan,
sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara para anggota. Dalam kasus
wanprestasi, pihak-pihak yang dirugikan terkadang enggan untuk melaporkan
kasus-kasus seperti itu kepada pihak yang berwenang karena terdapat
kemungkinan mereka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka di bawah
perjanjian arisan online. Penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak ada
perjanjian tertulis, perjanjian arisan online tetap menetapkan hak dan kewajiban
di antara anggota dan antara anggota dan pengelola arisan. Dikarenakan arisan
online menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, maka selain
KUHPerdata, UU ITE juga menjadi dasar hukumnya (Putri and Suwondo,
2022).

Prinsip dan tanggung jawab merupakan hal penting dalam pengelolaan
arisan online guna memastikan kesejahteraan anggotanya. Semua pihak yang
terlibat dalam arisan bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang telah
ditetapkan, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya wanprestasi di
kemudian hari. Untuk menjamin kelancaran pengelolaan arisan online, dana
yang dipinjam dari pengelola arisan online harus dilunasi dalam jangka waktu
yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian pelunasan yang telah
ditetapkan. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang bertanggung jawab harus
menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
Pihak pengelola juga harus tetap memberikan perlindungan konsumen bagi
anggota arisan online yang terkena dampak wanprestasi di dalam kelompok

arisannya (Pinem et al., 2022).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini
mengkaji topik yang dibahas melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku

dan artikel jurnal.
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C. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Hukum Mengenai Perjanjian Arisan Online dalam
Hukum Perdata Indonesia

Pada era digital saat ini marak adanya arisan online di kalangan
masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan
pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui
media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online.
Akan tetapi, setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan online
di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung
jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya yaitu dengan tidak
memenuhi kewajiban nya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada
akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan ini dapat
disebut sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Perjanjian dengan
konsep arisan terdapat pada KUHPerdata dalam Buku III Bab II yang memuat
mengenai perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan
kontrak serta terdapat pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII yang
mengatur mengenai asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun
perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau yang dikenal dengan

perjanjian bernama.

Keabsahan perjanjian pada arisan online apabila ditinjau dari Kitab
Undang-Undang Perdata terkhusus terkait syarat sah perjanjian yang diatur
pada Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian lisan dalam arisan online sudah
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu antara lain (Andani et al,,
2023): 1) Adanya Kesepakatan: Kedua Belah Pihak Dalam perjanjian arisan
online yang merupakan bagian kesepakatan adalah ketika terjadinya perjanjian
yang dilakukan oleh para anggota arisan online. 2) Kecakapan untuk
Melakukan Perbuatan Hukum: Kecakapan merupakan suatu kemampuan
dalam melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dalam arisan online tidaklah
hanya dinilai dari kedewasaan saja atau berusia 21 tahun kedua belah pihak
yang saling memahami maksud dan tujuan serta mengetahui akan hak dan
kewajiban yang dibebani, maka menurut penulis hal tersebut sudah cukup
memenuhi kriteria pihak yang cakap dalam membuat perjanjian; 3)Adanya
Objek: Terdapatnya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan. Objek
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tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi; 4) Adanya Kausa Yang
Halal: Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau
sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian diatas, perjanjian yang
dilakukan secara lisan pada arisan online sudah memenuhi syarat sahnya
perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata memiliki
kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan online tersebut sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
kesepakatan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU bagi para pihak
yang membuatnya. Selain itu, ada arisan online terdapat juga subjek hukum
didalamnya yaitu admin dan anggota dari arisan online tersebut (Harefa dan
Tuhana, 2016).

Pada arisan online, subjek hukumnya terdiri dari admin dan anggota.
Admin merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Admin
arisan biasanya dipilih oleh anggota. Kewajibannya menjalankan arisan seperti
mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo
dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang dimiliki oleh admin
arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang dia dapat di awal sebagai
ganti atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum lainnya yang ada di arisan online tersebut adalah anggota.
Walaupun arisan online hanya melalui media elektronik dan tidak pernah
bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang
dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan
hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek
hukum terbagi atas tiga, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para
ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka
dari itu, telah terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek
hukum. Unsur yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi bisa jadi berbuat
sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas
melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian lisan arisan
online yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab
sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai admin.
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Pun terdapat tiga unsur penting dalam perjanjian, yaitu unsur esensialia,
naturalia, dan accidentalia. Unsur esensialia atau mutlak dalam perjanjian ialah
hal-hal yang perlu ditekankan dengan jelas, siapa-siapa sajakah yang ikut
dalam arisan tersebut, berapa biaya arisan tersebut, tanggal berapa saja jatuh
tempo arisan tersebut, denda seperti apa yang ada di dalam arisan tersebut,
sistem arisan yang bagaimanakah yang diikuti, arisan menurun atau arisan
barang dan berbagai jenis arisan lainnya. Dalam unsur ini harus dijelaskan
secara jelas dan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota.

Setelah unsur esensialin ada unsur naturalia, seperti namanya unsur
naturalia adalah unsur yang natural atau tersirat walau sebenarnya tidak
disebutkan. Dalam perjanjian arisan, unsur naturalia yang dimaksud adalah
seperti metode pembayaran yang semuanya via transfer bank, di mana tidak
disebutkan dalam kesepakatan bahwasanya ada beban biaya admin antar bank
semisal berbeda bank dan harus dibayar dan ditanggung oleh pengirim secara
otomatis, tanpa ada pemotongan biaya transfer. Terakhir adalah unsur
aksidentalia, unsur ini berupa unsur yang wajib disebutkan di dalam perjanjian,
sehingga perjanjian arisan online haruslah disebutkan mengenai denda, uang
admin dan jatuh tempo pembayaran (Wardhana et al., 2021).

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui jika perjanjian arisan online
itu mempunyai kekuatan hukum, karena adanya bukti yang harus dilampirkan
bila perjanjian itu dijalankan seperti hasil chat grup arisan atau yang
menyatakan kata sepakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada arisan
kemudian pembayaran uang arisan dilakukan melalui ATM, Internet Banking,
dan sebagainya. Maka, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan pada arisan
online ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi
pembuatnya dengan berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang
mengatur tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai
kebebasan berkontrak di mana adanya kebebasan dalam mengadakan suatu
perjanjian serta Pasal 5 UU ITE yang mengatur tentang keberadaan informasi
elektronik sebagai alat pendukung arisan online. Upaya hukum yang dilakukan
bila salah satu pihak wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi,
pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal
perjanjian (Juang et al., 2022).
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Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
dalam Perjanjian Arisan Online di Media Sosial

Perlindungan hukum ialah pemberian pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan
oleh hukum (Rahardjo, 2014). Perlindungan hukum dapat diberikan kepada
anggota arisan online dalam melalui dua cara, yakni perlindungan hukum yang
bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Perlindungan
hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai
pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Ketentuan ini diatur dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya
pelanggaran dan tindak pidana.

Perlindungan hukum preventif menggunakan aturan yang berlaku
secara umum, dalam hal ini adalah aturan terkait arisan online yang telah
dirumuskan dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata dan UU No.
1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan
“UU ITE”), kemudian aturan yang berlaku secara khusus berupa perjanjian
arisan online itu sendiri. Mengenai upaya perlindungan hukum melalui
tindakan preventif dijabarkan sebagai berikut menurut Widyarti (2021): 1)
Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial: Langkah awal yang dapat
dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan arisan
online adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar
tidak melakukan penipuan arisan online yang disertai dengan ancaman sanksi-
sanksi yang disampaikan di berbagai media sosial; 2) Melaksanakan Sosialisasi
kepada Masyarakat: Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan
arisan online, dapat dilakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan
penipuan arisan online kepada masyarakat oleh pihak aparat penegak hukum.
Sosialisasi ini dapat berisikan pemaparan materi tentang larangan penipuan
beserta sanksi-sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dapat menjadi sarana transfer
informasi dari pihak aparat penegak hukum seperti kepolisian kepada
masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang
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tidak mengetahui modul yang digunakan pelaku penipuan arisan online yang
ada di media sosial.

Selanjutnya, penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui cara
represif (penindakan). Perlindungan secara represif adalah suatu langkah
terakhir dari upaya perlindungan hukum yang berupa pemberian sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003).
Perlindungan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya
tindak pidana penipuan arisan online. Apabila terjadi tindak pidana penipuan
berkedok arisan online, maka pihak Kepolisian akan menindak secara tegas
kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum
pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dilaksanakan oleh Penyelidik
dan Penyidik, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap
penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Perjanjian arisan online dikatakan sah secara hukum walaupun tidak memiliki
perjanjian tertulis, namun dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti
elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Perlindungan hukum represif dalam
perjanjian arisan online diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti
kerugian.

Dalam mengoptimalisasikan perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam perjanjian arisan online dan juga penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana penipuan arisan online memerlukan kerja sama dari berbagai
pihak seperti aparat penegak hukum, masyarakat, maupun para pembuat
kebijakan. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemenkominfo) mendorong masyarakat untuk siap memasuki
ekosistem digital. Selain mempersiapkan dan meningkatkan infrastrukturnya,
Kemenkominfo juga gencar dalam melaksanakan kegiatan literasi digital. Salah
satu tujuannya untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi
dan data pribadi. Sebab, seiring perubahan dan kemajuan zaman, kejahatan di
dunia maya pun akan berjalan seiringan dengan dunia nyata. Kemenkominfo
dalam meningkatkan optimalisasi perlindungan hukum juga terus
memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di
ruang digital bisa berlangsung dengan baik, sehingga manfaat positif internet
dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan
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produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber juga melakukan
patroli siber dan menegakkan hukum pidana bagi pelaku penipuan online.

D. Kesimpulan

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian lisan yang dilakukan
di arisan online adalah salah satu jenis perjanjian innominat atau perjanjian
tidak bernama yang belum disebutkan di dalam undang-undang yang berlaku.
Dengan mempertimbangkan syarat-syarat sah perjanjian, perjanjian lisan yang
dilakukan di arisan online tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan
hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320. Kedua belah pihak yang
melakukan arisan online membuat perjanjian yang sah dan mengikat. Hal ini
didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak, yakni bahwa kontrak dapat
dibuat dalam bentuk apa pun, tertulis atau tidak tertulis. Sepanjang kedua
pihak yang membuat perjanjian sama-sama setuju, isi perjanjian tidak sama
sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum masyarakat.
Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota arisan online ada
dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum
preventif menggunakan aturan yang berlaku secara umum, dalam hal ini
adalah aturan terkait arisan online yang telah dirumuskan dalam Pasal 1313,
Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata, dan UU ITE, kemudian aturan yang
berlaku secara khusus berupa perjanjian arisan online itu sendiri. Perjanjian
arisan online dikatakan sah secara hukum walaupun tidak memiliki perjanjian
tertulis, tetapi dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti elektronik
berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Perlindungan hukum represif dalam perjanjian
arisan online diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti kerugian.

E. Pernyataan Adanya Konflik Kepentingan
Tidak ada.

F. Pendanaan
Tidak ada.
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